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STUDI TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MUARA 

PASIR KECAMATAN TANA PASER 

KABUPATEN PASER
Ardiansyah
ABSTRAK

Ardiansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Studi tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser, dibawah bimbingan Bapak Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos, M.Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni, analisis deskripsi. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan metode wawancara peneliti menggunakan metode purposive sampling dan tekhnik snowball. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Muara pasir kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser belum optimal dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa
Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya masyarakat di daerah, maka dipandang perlu menyelenggarakan otonomi luas kepada daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Semenjak diselenggarakannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-undang Otonomi Daerah) yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia banyak mengalami perubahan dari sistem yang selama pemerintah sebelumnya berorientasi berdasarkan azas sentralisasi berubah ke arah azas desentralisasi, dan penyerahan urusan kepemerintah daerah berubah ke arah penyerahan kewenangan dan pada akhirnya kewenangan yang selama ini banyak berada di Pemerintah Pusat beralih ke Pemerintah Daerah. 

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan Otonomi daerah tersebut (pengaturan mengenai desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 sampai dengan pasal 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Pemerintahan Tentang Desa. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Nasional dan merupaka unsur pokok dalam sistem Pembangunan Indonesia.  Dengan demikian Pembangunan Desa memiliki kedudukan dan peranan sebagai dasar dan landasan Negara, basis pembinaan politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pertahanan keamanan Negara, maka desa harus dibangun untuk mencapai stabilitas nasional yang kuat, mantap, dan dinamis bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Namun melihat kenyataan yang ada ternyata di Negara kita masih banyak desa yang tertinggal dan terbelakang, yang dikarenakan letaknya yang terisolir (berada dalam kawasan perbatasan sehingga terisolasi), kurangnya sarana dan prasaran transportasi yang menghubungkan desa ke kota, minimnya sarana komunikasi, masih rendahnya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemukiman. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dalam rangka membangun desa yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga pembangunan desa dapat mengalami kemajuan.
Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan suatu organisasi, dimana keberhasilan suatu organisasi ini sangat ditentukan atau sangat tergantung pada diri seorang pemimpin, karena seorang pemimpin inilah yang akan membuat suatu perencanaan, menentukan strategi yang tepat, serta membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau tujuan bersama.
Untuk lebih memahami tentang kepemimpinan maka didalam penulisan ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut George R. Terry (Miftah, 2000:7), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah “aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi”. Menurut Ulbert Silalahi (2002:184), kepemimpinan mengandung pengertian : Kepemimpinan “sebagai aktifitas mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu maupun kelompok agar melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu”. Terry (2006:160) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah “keseluruhan aktifitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Diperjelas lagi oleh Hoyt (2006:160) mengatakan kepemimpinan adalah “seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, dan kemampuan untuk membimbing orang lain”. Joewono (2002:2) mengemukakan kepemimpinan diartikan sebagai “Sesuatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendaknya”.

Kepemimpinan Kepala Desa.

 Kepala Desa adalah “penyelenggara urusan pemerintahan , pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Kepala Desa Salah satu inti dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka membangun dan mewujudkan daerahnya. Kepala Desa adalah seorang pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan, Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desayang telah mendapat persetujuan bersama BPD, Kepala Desa dipilih langsung melalui pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. 

Defenisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, sehingga menampakkan atau menggambarkan secara jelas sesuatu hal yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut maka definisi konsepsional penelitian ini adalah sebagai berikut : 


 kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa adalah kemampuan dari seorang Kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan suatu perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan menuju arah yang lebig baik melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Data

1. Data primer

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

1.  Tekhnik purposive sampling
Yaitu menentukan  sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dapat membuka data secara maksimal. Sugiyono (2002:62) mengatakan bahwa purposive sampling yaitu “tekhnik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja”. Nawawi (2003:157) mengatakan bahwa dalam tekhnik purposive sampling pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam teknik ini pengumpulan data dimulai dari key informan yang mengetahui tentang permasalahan yang berkenaan dengan masalah penelitian. Key informan kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang yang dapat dijadikan informan, dan selanjutnya diminta menunjukkan orang yang memenuhi  kriteria menjadi informan berikutnya. Orang yang menjadi key informan dalam penggunaan tekhnik ini adalah Kepala Desa desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser dan yang menjadi informannya adalah ketua BPD dan staf kantor desa Muara pasir.

2.  Tekhnik snow ball sampling 
Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka peneliti juga menggunakan tekhnik snow ball sampling yaitu mencari informasi dari mereka yang direkomendasikan oleh key informan sehingga diharapkan akan mendapat data yang valid dan lengkap. Sugiyono (2004:97) berpendapat bahwa snow ball sampling adalah “tekhnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar”. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin banyak. Dalam penelitian ini informan yang dipilih menggunakan tekhnik tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat Desa Muara Pasir.

Fokus Penelitian

Menurut Moeleong ( 2002 : 62 ), fokus penelitian  kualitatif dimaksudkan untuk :

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang inquiri.

2. Memenuhi kriteria tersebut maka suatu informasi yang diperoleh dilapangan akan lebih jelas dengan adanya fokus penelitian, seorang peneliti dapat mengetahui data yang mana perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkan.

Dengan berpedoman pada fokus penelitian tersebut maka peneliti membatasi pada bidang-bidang temuan yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan sehingga peneliti dapat terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan. Dari paparan diatas dan berdasarkan permasalahan serta kerangka teori maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam pembangunan desa, yang meliputi :
1.  Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya  sebagai pemimpin, yang meliputi: 
a. Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (Administratur)
b. Kepala Desa dalam menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa
2. Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa Muara Pasir


Dalam hal ini adalah pembangunan fisik, yaitu :

a. Prasarana Kesehatan

b. Prasarana Sumber Air Bersih

c. Prasarana Listrik Desa

Keadaan Penduduk Desa Muara Pasir
Penduduk di Desa Muara Pasir terdiri dari berbagai macam jenis etnis  terdiri dari Jawa, Bugis,  Banjar, Bajau, dan Paser. Profesi pekerjaan atau mata pencarian penduduk di Desa Muara Pasir mayoritas nelayan dan pembudidayaan ikan atau yang sering disebut pertambakkan serta sejumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS dan lain-lain.

Sarana dan Prasarana Desa Muara Pasir
 Agar masyarakat melaksanakan aktivitas kegiatannya, pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 Adapun uraian sarana dan prasarana fasilitas umum yng terdapat di Desa Muara Pasir diuraikan menurut :
1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.3

Sarana Pendidikan di Desa Muara Pasir
	No.
	Jenis Pendidikan
	Jumlah

	1.
	         TK
	3

	2.
	         SD
	1

	3.
	SLTP / Sederajat
	1

	
	Jumlah
	5


                   Sumber Data :Kantor Desa Muara Pasir Tahun 2012
Berdasarkan tabel diatas, diketahui sarana pendidikan terbanyak di Desa Muara Pasir yakni jenis Pendidikan TK yakni sebanyak 3 buah sarana. Sedangkan untuk sarana pendidikan yang paling sedikit yaitu sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP).

2. Sarana Kesehatan

Mengenai Sarana Kesehatan yang terdapat di Desa Muara Pasir dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4

Sarana Kesehatan di Desa Muara Pasir
	No.
	Jenis
	Jumlah

	1.
	Puskesmas
	2

	2.
	Pusban
	1

	3.
	Posyandu
	2

	4.
	Toko Obat
	3


                                                  Sumber Data :Kantor Desa Muara Pasir Tahun 2012

Pemerintah Desa Muara Pasir

Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, selanjutnya untuk melaksanakan peran pemerintah daerah secara efektif dan efisien diperlukan instrumen manajemen publik meliputi permintaan kebijakan, perencanaan program, pembiayaan dan anggaran, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pelaksanaan Pemerintahan Desa diarahkan kepada pembangunan  demokratisasi yang ditandai keterlibatan masyarakat secara luas. Hal ini juga sebagai maksud mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government).
Visi dan Misi Desa Muara Pasir
Dalam menjalankannya kegiatannya, sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Desa Muara Pasir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser memiliki 
Visi : “MEWUJUDKAN DESA MUARA PASIR yang MANDIRI, SEJAHTERA, dan DEMOKRATIS” Untuk mewujudkan misi tersebut, maka langkah atau tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian visi tersebut tertuang dalam misi Desa Muara Pasir sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar mempunyai wawasan yang luas.

2. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

3. Mengembangkan sikap kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membudayakan kemitraan dengan pelaku pembangunan lain. 

Kepala Desa  Penyelenggara pemerintah Desa (Administratur)

Sebagai pimpinan tertinggi Pemerintahan Desa Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yang begitu besar kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Muara Pasir dan seluruh jajaran pemerintah desa, Kepala Desa merupakan ujung tombak keberhasilan suatu pembangunan Nasional. Kepala Desa mempunyai tugas kerja yang sudah diatur dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah No  Tahun 2005, yang mana tugas dari seorang Kepala Desa diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat desa pada khusunya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan yaitu Bapak H. kambu selaku Kepala Desa Muara Pasir dan beberapa informan lainnya yaitu Ahmad Kusasi Kaur Pemerintahan, Bapak Gomet Kaur Pembangunan, bahwa Kepala Desa senantiasa memberikan pembinanaan kepada para staff kantor desa agar tidak menganggap remeh kepentingan masyarakat desa yang ingin melakukan kegiatan administrasi kependudukan supaya tidak dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan surat rekomendasi, seperti surat rekomendasi pembuatan KTP kepada setiap warga sehingga tidak menimbulkan rasa kekesalan bagi warga karena masih bisa dikerjakan dengan waktu yang cukup singkat. Mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan pemberian tugas bagi para staff kantor desa, Kepala Desa selalu menegur kepada siapa saja staff desa yang bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan supaya tetap mempunyai kemauan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa maupun melayani kepentingan masyarakat desa yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, dengan selalu memberikan pengarahan kepada para staff kantor desa untuk selalu bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka agar setiap program desa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Kepala Desa Dalam Menjalin Hubungan Kerja Sama Dengan Mitra Kerja Pemerintah Desa

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin seharusnya lebih menjalin komunikasi yang baik untuk lebih mengajak lagi kepada seluruh staff kantor desa agar selalu terlibat dalam dalam terlaksananya pembangunan sehingga masing-masing saling mengisi dan saling menunjang. Terlaksananya suaatu pembangunan dibutuhkan saling terkoordinasi antara pimpinan dengan para pembantu staff kantor desa sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terlaksana. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seorang Kepala Desa saja akan tetapi juga tergantung sejauh mana keterlibatan para bawahannya secara bersama-sama. Berdasarkan dari penelitian penulis bahwa Kepala Desa dianggap jarang turun ke Kantor sehingga kurangnya komunikasi anatara seorang pimpinan kantor dengan para staff kantor, karena Kepala Desa banyak melakukan aktifitas diluar kantor saat jam kerja dan keseharian Kepala Desa banyak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja, seperti mengurusi tambak ikan dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sehingga hubungan kerja sama yang baik jarang didapatkan oleh para staff, namun setiap diadakannya rapat mengenai pembahasan perencanaan pembangunan atau kegiatan-kegiatan lainnya Kepala Desa senantiasa melakukan koordinasi dengan Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Muara Pasir dan LKMD beserta anggota LKMD Desa Muara Pasir, sedangkan mengenai kesempatan bagi para staff kantor desa yang berhubungan dengan pengembangan potensi saat ini belum pernah ada kegiatan-kegiatan penataran yang dilaksanakan diluar kota dan masih sebatas ada pelaksanaan pelatihan-pelatihan koordinasi dan kegiatan itupun dilaksanakan hanya di tingkat wilayah Kecamatan.

Pembangunan Prasarana Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan umum. Dengan berhasilnya pembangunan kesehatan tersebut, diharapkan pada saatnya nanti akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, sehat, cerdas, kreatif dan produktif yang merupakan asset berharga bagi bangsa Indonesia umumnya dan daerah kabupaten Paser pada khususnya. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya. Dengan smutu kesehatan masyarakat yang baik maka dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser ini telah memiliki satu buah puskesmas yang letaknya begitu jauh dari perumahan warga karena berada diujung pemukiman sehingga masyarakat mengeluh karena memakan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke puskesmas, disamping jumlah tenaga medisnya yang masih kurang dan perlunya  penambahan dari Pemerintah Kabupaten karena jumlah penduduk Desa Muara Pasir yang begitu banyak sehingga tidak seimbang dengan jumlah tenaga medis yang ada di puskesmas. Seperti yang diupayakan oleh pihak Pemerintah Desa agar memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten satu unit mobil ambulan yang digunakan untuk membawa warga ke Rumah Sakit Umum Daerah yang letaknya berada di Kabupaten.

Pembangunan Prasarana Sumber Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal diperkotaan maupun pedesaan, salah satu yang menjadi masalah di Desa Muara Pasir adalah masalah sumber air bersih yang mana pada muasim kemarau warga merasakan kesulitan unutk memperoleh sumber air bersih karena merupakaan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Muara pasir Kecamatan Tana Paser dengan beberapa informan bahwa untuk penyediaan air bersih belum sepenuhnya merata dan mendapat penanganan yang baik. Hal ini disebabkan karena pendistribusian kerumah-rumah warga terhenti karena mesin penariknya yang rusak dan sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh pihak pengelola yakni Pemerintah Desa serta jumlah pipa untuk saluran air sudah cukup lama terpasang sekitar selama tiga tahun terakhir, masih belum juga disalurkan secara langsung kerumah warga. Sampai saat ini masyarakat sangat mengharapakan pendistribusian ari bersih segera direalisasikan, karena untuk persiapan menghadapi musim kemarau yang akan tiba pada bulan juni mendatang serta warga menginginkan ada penanganan yang serius dari pihak Pemerintah Desa untuk mengelola air bersih dengan baik. Menurut warga selama ini pendistribusian air bersih tidak berjalan lancar karena kurangnya keseriusan Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah pendistribusian air bersih yang langsung disalurkan kerumah-rumah  warga Desa Muara Pasir.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat pedesaan hal ini menyangkut dengan masalah penggerak untuk kegiatan yang berlangsung didalam rumah warga, Di Desa Muara Pasir ini salah satu masalah yang menjadi kendala adalah mengenai listrik sehingga masih menggunakan mesin-mesin diesel yang tergolong mahal bagi warga masyarakat di Desa Muara Pasir. Pemerintah Kabupaten sudah meberikan bantuan berupa Mesin Diesel kepada masyarakat desa Muara Pasir, namun untuk pengelolaannya oleh Pemerintah Desa terhenti dikarenakan jumlah biaya operasional yang tidak sebanding dengan jumlah peneriamaan hasil dari iuran wajib masyarakat desa disesuaikan dengan pemakaian waat pada setiap rumah warga, tapi sampai saat ini masyarakat belum mengetahui secara pasti mengenai biaya operasional untuk pengeluaran mesin diesel, sehingga masyarakat menganggap kurangnya kemampuan manajemen bagi pihak pengelola listrik desa. Serta perlunya penambahan kapasitas KPA agar kemampuan mesin dapat menahan beban jumlah watt yang digunakan setiap rumah-rumah warga, tetapi saat ini kapasitas KPA mesin tidak sebanding dengan jumlah warga yang banyak sehingga mesin tidak sanggup menahan beban watt yang begitu besar

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser”. Maka pada bab ini akan dicoba untuk disimpulkan dan sekaligus memberikan saran-saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini penulis dapat membuat beberapa kesimpulan :

a. Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (Pengatur) bahwa Kepala Desa senantiasa memberikan pembinanaan kepada para staff kantor desa agar para staffnya tidak menganggap remeh akan kepentingan masyarakat desa yang ingin melakukan kegiatan administrasi kependudukan, sehingga tidak dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan surat rekomendasi, seperti surat rekomendasi pembuatan KTP kepada setiap warga .Kepala Desa selalu menegur kepada siapa saja staff desa yang bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan agar tetap mempunyai kemauan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
c. Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja Pemerintah Desa belum terjalin dengan baik, hal ini disebabkan karena Kepala Desa jarang turun kerja ke Kantor sehingga kurang terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan para mitra kerja, yakni para staff pembantunya.

d. Dalam penyelenggaraan pembangunan fisik dapat disimpulkan masih kurang dan besar sekali harapan masyrakat untuk bisa terbangun walaupun dari sebagian desa ini sudah terlaksana pembangunannya. Pembangunan fisik yang masih kurang antara lain seperti prasaranan listrik desa, Jumlah tenaga medis yang ada di puskesmas serta masih adanya warga yang belum dapat menikmati air bersih dan standar kualitas air.
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